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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan
seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang behagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.!
Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

behagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram,
dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara
Republik Indonesia adalah Negara yang be?dasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
dijamin oleh Pasal 29> Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian setiap
orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya

harus didasari oleh agama. Hal tersebut perlu terus ditumbuh kembangkan dalam

/\OU\AN 04
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rangka membangun keutuhan rumah tangga.

L 4

o
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Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat
tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar
kualitas prilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga
tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan
pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhimya dapat terjadi
kekerasan dalam rumah tangga, sehingga timbul ketidak amanan atau ketidak

adilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga®.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku
kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan
pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.



Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan *, terutama
kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia > dan
kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan
Negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan

bahwa :

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas
rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau

tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.®

Negara Republik Indonesia melindungi hak asasi warga negaranya
atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat serta harta bendanya. Negara
juga menjamin rasa aman dan memberikan perlindungan kepada warga negaranya
dari ancaman untuk tidak berbuat ataupun berbuat sesuatu yang tidak

diinginkannya yang merupakan hak asasi manusia.

4 Bentuk kekerasan dalam rumah tangga: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual,
dan penelantaran rumah tangga. Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999, Hak asasi manusia adalah seperangkat
hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan
anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum,
pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

¢ Undang-Undang Dasar 1945 Naskah asli dan Perubahannya, Pustaka Pergaulan cetakan ke
IV:2005




Kemudian didalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa :

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai

persamaan dan keadilan.’

Kekerasan terhadap istri dalam suatu rumah tangga, sering oleh para
ahli, dianggap sebagai Hidden crime. Meskipun telah memakan cukup banyak
korban dari berbagai kalangan masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga, masih
merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat perhatian masyarakat,

karena:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup
(pribadi) dan terjaga privasinya karena persoalannya terjadi dalam rumah
tangga (keluarga).

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga sering dianggap wajar karena adanya
keyakinan bahwa memperlakukan istri sekehendak suami adalah hak suami
sebagai pemimpin dan kepala dalam rumah tangga.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi dalam lembaga yang legal yaitu

perkawinan.

S 7 Undang-Undang Dasar 1945 Naskah asli dan Perubahannya, Pustaka Pergaulan cetakan ke
1V:200



Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa kekerasan secara fisik,
psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi yaitu
dengan marak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang terekspose dalam
media cetak dan elektronik. Sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang

memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Di Indonesia data mengenai kekerasan terhadap perempuan belum
terdokumentasi dengan baik. Sehingga belum tersedia angka-angka yang pasti,
tetapi data yang didapat dari Kepolisian Kota Besar Palembang pada tahun 2004
terjadi dua kasus kekerasan dalam rumah tangga, tahun 2005 terjadi 33 kasus,
tahun 2006 sebanyak sepuluh kasus kekerasan dalam rumah tangga, tahun 2007
terjadi 44 kasus, serta tahun 2008 terjadi sebanyak 89 kasus. Lebih jauh dapat

dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1

Kasus Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah Poltabes

Palembang

NO | JENIS KASUS 2004 2005 2006 | 2007 | 2008 | KET

1 | Kekerasan dalam 2 33 10 44 89 178

rumah tangga

(KDRT)




2 | Perkosaan 2 13 22 12 6 55
3 | Pelecehan seksual 1 11 7 9 - 28
4 | Human Traficking - 1 2 3 - 6
5 | Penganiayaan 7 29 31 33 24 124
6 | Eksploitasi seksual 2 7 19 6 5 39
7 | Perlindungan anak - - 6 12 18 36
Jumlah 14 94 97 119 142 446

Sumber : Unit PPA Poltabes Palembang

Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau
tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan
dengan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan hukum
tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak
sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan
pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri
karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta

penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga berkaitan
erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku

sebelumnya, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab



Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hukum Pidana,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan
Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of
All Forms of Discrimination Against Women), dan Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.®

Data tentang perkiraan angka kejadian kekerasan dalam rumah tangga
sangat sukar untuk diperoleh bahkan sering dianggap sebagai sesuatu yang seolah
tidak terjadi di muka bumi. Hal tersebut dikarenakan kekerasan dalam rumah
tangga dianggap aib yang perlu ditutupi, sekalipun terjadi baik di negara
berkembang maupun dinegara-negara maju dalam berbagai tingkat sosial

masyarakat, serta dalam semua lingkup budaya.

Meskipun pengaduan kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat
setiap tahun, kasus tersebut sulit tertangani. Undang-Undang (UU) Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sudah berjalan
hampir lima tahun, tetapi banyak perbedaan persepsi antar penegak hukum
sehingga menghambat penerapannya. Perbedaan persepsi tersebut di antaranya

adalah pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan dan elemen-elemennya,

® Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga. UNEFA, DPR R, IFPPD



lingkup rumah tangga, hak pelaporan oleh masyarakat, sampai pengelolaan denda

yang harus dibayarkan pelaku.

Kerugian mental korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung
sulit diterima sebagai bukti, kecuali kalau korban stres berat atau gila. Pengadilan
cenderung hanya melihat bukti fisik korban kekerasan dalam rumah tangga untuk
menjatuhkan hukuman. Hal demikian sangat merugikan korban. Kendala lainnya,
undang-undang kekerasan dalam rumah tangga masih mengandung sejumlah
celah sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran yang berujung pada kerugian

korban.

Lalu bagaimanakah sebenarnya penelantaran rumah tangga dalam
tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2004 dalam proses penegakannya. Untuk itulah Penulis tertarik
dan berusaha mengangkat berbagai permasalahan tersebut kedalam suatu skripsi
yang mengkaji PENELANTARAN SEBAGAI KEBIJAKAN
KRIMINALISASI DALAM PROSES PENEGAKANNYA (TINJAUAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA).



1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa penelantaran dijadikan sebagai dasar kebijakan kriminalisasi
dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan
kekerasan dalam rumah tangga.

2. Apa yang menjadi hambatan atau kendala penegak hukum dalam

proses penyidikan perkara pidana dalam penelantaran.

1.3. Tujuan penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan :

1. Untuk menjelaskan sebab penelantaran menjadi kebijakan
kriminalisasi

2. Untuk menjelaskan proses penegakan tindak pidana
penelantaran dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga
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3. Untuk menjelaskan kendala/hambatan yang dihadapi oleh
penegak hukum dalam proses penyidikan perkara pidana
penelantaran (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga).

1.4. Manfaat penelitian

1. Secara teoretis memberikan sumbangan pemikiran kepada dunia ilmu
pengetahuan secara ilmiah tentang hal-hal yang berhubungan dengan
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Secara praktis untuk penulis agar dapat menjadi sarana pembelajaran
pembuatan karya tulis. Serta memberikan pengetahuan tambahan kepada

masyarakat, dan penegak hukum.

1.5. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode
penelitian normatif yang ditunjang oleh penelitian hukum empiris. Penelitian
normatif adalah penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data yang berupa

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulis akan melakukan studi
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kepustakaan berupa pencarian literatur yang berhubungan dengan masalah
yang diteliti baik melalui koleksi pribadi, perpustakaan umum, perpustakaan

khusus, maupun sarana internet.

1.5.1 Ruang lingkup penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasaan
pada salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga yaitu penelantaran sebagai
kebijakan kriminalisasi dalam proses penegakannya (tinjauan terhadap
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapuasan kekerasan

dalam rumah tangga).

1.5.2 Jenis dan Sumber Data

1.5.2.1 Data primer

Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari
lapangan atau dari perilaku masyarakat, melalui penelitian. Dalam

memperoleh data primer ini penulis akan melakukan penelitian dengan

teknik wawancara dengan beberapa narasumber.
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1.5.2.2 Data sekunder

Data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku,
hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan lain-lain yang ada

hubunganya dengan pokok permasalahan.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data
1.5.3.1 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulis akan melakukan
studi kepustakaan yang berupa pencarian literatur yang berhubungan
dengan masalah yang diteliti baik melalui koleksi pustaka pribadi,

perpustakaan umum, perpustakaan khusus, maupun melalui sarana

internet.

1.5.3.2 Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Dalam
skripsi ini studi lapangan yang berupa kasus-kasus berita acara
pemeriksaan yang diperoleh dari narasumber digunakan untuk sebagai

pelengkap.
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1.5.4 Analisi Data

Data dan informasi yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian
dianalisis dengan metode secara deskriptif kualitatif dalam arti
diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan secara sistematis
untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan yang
timbul. Kesimpulan yang lakukan menggunakan metode deduktif
artinya menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal

yang khusus.
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